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Abstract

The background to this research is that the Village Local Assistants is based on the Minister of Village
Regulation No. 4 of 2023, which states that the role of the local village assistant must accompany the village in
the process of moving towarDesa an independent village. Problems arise regarding the implementation of village
assistance which is still not in line with Village Ministerial Regulation No. 4 of 2023. The focus of research in this
thesis is the role of local village assistance in realizing independent villages. This research is based on three
indicators, namely, Active Role, Participative Role, Passive Role. This research uses a qualitative research type
method. The informants in this research were the Head of Koto Baru Village, the Local Assistant of Koto Baru
Village, the Secretary of Koto Baru Village, the Head of the Community Empowerment Section of Singingi Hilir
District Village, the Chair of the Karang Taruna of Koto Baru Village, and Ninik Mamak as the traditional
authority of Koto Baru Village. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation.
The role of the Village Local Facilitator in realizing independent village government cannot yet be said to be good,
because the Village Local Facilitator experiences obstacles in carrying out his duties optimally.
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Abstrak

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Pendamping Lokal Desa berdasarkan
Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2023 bahwa peran Pendamping Lokal Desa harus mendampingi
desa dalam proses menuju desa mandiri. Permasalahan muncul terkait dengan pelaksanaan
pendampingan desa yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2023. Fokus
penelitian pada skripsi ini adalah Peran Pendamping Lokal Desa dalam mewujudkan desa mandiri.
Penelitian ini didasarkan pada tiga indicator yaitu, Peran Aktif, Peran Partisipatif, Peran Pasif.
Penelitian ini menggunakan metode dengan tipe penilitian kualitatif. Informan penelitian terdiri dari
Kepala Desa Koto Baru, Sekretaris Desa Koto Baru, Pendamping Lokal Desa Koto Baru, Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatanamatan Singingi Hilir, Ketua Karang Taruna Desa Koto
Baru, dan Ninik Mamak selaku pemangku Adat Desa Koto Baru. Teknik Pengumpulan data dilakukan
dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Peran Pendamping Lokal Desa dalam
mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri masih belum bisa dikatakan baik, karena Pendamping
Lokal Desa mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Pada indicator peran
aktif kinerja Pendamping Lokal Desa sudah cukup baik, pada indicator peran partisipatif masih belum
cukup baik, pada indicator peran pasif sudah cukup baik.

Kata kunci : Peran, Pendamping Lokal Desa, Desa Mandiri
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Pendahuluan

Diferensiasi utama dari model pendampingan setelah penetapan UU Desa ialah
terdapat tuntutan pada Pendamping Lokal Desa untuk bisa melaksanakan perubahan sosial
melalui pengubahan pendekatan “kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa”
menjadi “pemberdayaan masyarakat desa”. masyarakat dan juga pemdes menjadi satu
kesatuan self governing community yang diberdayakan supaya hadir sebagai independent
community. Oleh karena itu, desa-desa disokong menjadi subjek penggerak pembangunan
Indonesia dari pinggiran dengan melakukan penguatan Daerah tertinggal, pinggiran, Desa
dan perbatasan dalam lingkup Negara Kesatuan.

Pemerintah sudah menciptakan kebijakan guna memberdayakan dan membangun
masyarakat desa supaya terwujud desa mandiri. Tingginya tingkat pemberdayaan,
menjadikan masyarakat desa bisa mengatasi urusan dan permasalahan pemerintahannya
sendiri. Adanya keterlibatan masyarakat dalam planning, organizing, dan actuating dari
pembangunan yang dilakukan pemdes dipercaya bisa membawa peningkatan kemakmuran
dan mewujudkan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah memberikan tugas pada
pendamping desa untuk melakukan pendampingan pada pemdes selama proses
pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa .

Guna pencapaian situasi itu, perlu terdapat usaha dalam membangun SDM (Sumber
Daya Manusia), maka dari itu pemberdayaan dan perlindungan di Desa sangat penting guna
membangun Desa mandiri, berkeadilan, dan sejahtera. Dalam pemahaman desa maupun
istilah lainnya seperti yang Solekhan sebutkan bahwasannya UU No 6 Tahun 2014 mengenai
Desa sudah dikukuhkan secara tegas keberadaan Desa pada tatanan negara Indonesia. Pada
ketentuan UU mengenai Desa, pemerintah melakukan perubahan pendekatan pada Desa,
yang mana sebelum itu dengan pendekatan control dan mobilitas pemerintah pada Desa
menjadi pemberdayaan Desa.

Pemerintah menghadirkan Pendamping Lokal Desa yang di harapkan mampu
memfasilitasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintah desa, antar masyarakat dengan
pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan serta mendampingi masyarakat dalam
pencerahan, membuka wawasan dan pemahaman, memberikan pendidikan dan
keterampilan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri dan
lingkungannya sendiri dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.dikoordinasikan antara
perusahaan dengan pemerintah lokal dalam tata Kelola yang baik good govermance system.

Pendamping Desa seperti yang telah disebut pada permendesa No 3 Tahun 2015
mengenai Pendamping Desa pada pasal 4-10 disebutkan bahwasannya Pendamping Desa
dikerjakan pendamping yang beranggotakan atas: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Tenaga Pendamping Profesional, dan Pihak Ketiga. Pada pasal itu turut dijelaskan
bahwasannya Tenaga Pendamping Profesional beranggotakan dari:

1. Pendamping Desa (PD) Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat
Kecamatanamatan.

2. Pendamping Teknik (PT) yang berada di tingkat Kabupaten.
3. Tenaga Ahli (TA) yang berada di tingkat provinsi atau pusat
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Dalam membantu kinerja pendamping desa pada level Kecamatan, sebab itu dirasa
perlu terdapat PLD yang berada langsung di desa. Oleh karena itu, terbitlah payung hukum
yang jauh tinggi dari permendesa No 3 Tahun 2015, yakni PP 47 Tahun 2015 mengenai
perubahan atas PP 43 Tahun 2014 mengenai peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014
mengenai desa. Dari PP 47 Tahun 2015, pada pasal 129 sudah ditambahkan PLD termasuk
dari tenaga Pendamping Profesional.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa bahwa
pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini tugas pendamping
desa adalah:

a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar,
pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa.

c.  Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa
dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

d. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa.

e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan
mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.

f.  Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.

g. Melakukan koordinasi pendampingan desa ditingkat Kecamatanamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah dareah
kabupaten/kota

Berdasar hasil observasi dan beragam sumber informasi yang diperoleh bahwasannya
Pendamping Lokal Desa masih belum optimal ketika melakukan pendampingan pada
masyarkat sebab Pendamping Lokal Desa yang bertugas kerap tidak hadir ketika ada
kegiatan desa yang berakibat pada kinerja dalam melakukan pendampingan pemdes guna
memberi bantuan untk pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan melalui
pemberdayaan ataupun kegiatan yang dilaksanakan serta guna melakukan pengawalan dan
memberi bantuan pada kinerja aparat desa setempat. Maka dari itu penulis hendak mencari
tau sejauh mana peran Pendamping Lokal Desa dalam membantu pemerintah terhadap
masyarakat.

Hasil observasi dan informasi yang dilaksanakan oleh Kemendes PDTT pada tahun 2015
sampai 2019, bahwasannya pendamping desa masih belum paham dengan baik mengenai
tugas, pokok, dan fungsi serta belum optimal dalam melakukan pendampingan bagi kades,
yang berakibat pada kinerja dalam melakukan pendampingan pemdes, supaya lebih baik
dalam bentuk sumbangsi gagasan yang sangat terkait dengan pembangunan ataupun
pemberdayaan masyarakat.

Walaupun telah terdapat peraturan mengenai perangkat desa, tetapi masih terdapat
banyak kekurangan ketika melaksanakan pemerintahan di desa misalnya dalam
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pendampingan desa yang dianggap belum efective. Hadirnya Pendamping Lokal Desa,
harus cepat tanggap dalam menciptakan strategi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan
menuntas kemiskinan, yang pasti menjadi sasaran utama iaalah pembangunan fisik dan
sarana prasarana desa dengan maksud membuka selebar-lebarnya terhadap pembangunan
di desa. Kehadiran pendamping desa, dibuat supaya bisa memberikan kegunaan dalam
penyelenggaraan urusan pemdes, serta kepentingan masyarakat desa.

Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan penyusun menunjukkan bahwa
Pendamping Lokal Desa di Desa Koto Baru, Kecamatanamatan Singingi Hilir belum optimal
dalam menjalakan tugasnya karena fokus pekerjaan pendamping desa tidak hanya tertuju
kepada permasalahan yang ada di desa. Oleh sebab itu peran Pendamping Lokal Desa
penting untuk diteliti karena mengingat sasaran yang ingin dicapai terhadap tujuan
Pendamping Lokal Desa  adalah untuk mempercepat upaya pemerintah dalam
pembangunan di Desa.

Sama seperti apa yang diungkapkan figure masyarakat di desa Koto Baru, bahwasannya
peran pendamping desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
seperti programe pembangunan fisik, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat
Melalui pendampingan lokal desa, masyarakat menjadi lebih proaktif, inisiatif, kreatif, dan
antisipatif ketika melakukan kegiatankegiatan sosial ekonomi yang bisa membantu
pemenuhan kebutuhannya, termasuk dalam keberhasilan program dana desa, selaras
ketentuan UU No 6 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa Peran Pendamping Lokal Desa di
desa koto baru terdapat beberapa fenomena. Fenomena tersebut diantaranya :

1. Pendamping Lokal Desa tidak melaksanakan tugas sebagai mana mestinya sesuai
Peraturan Kemendesa PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pasal 12 yang
hanya dilaksanakan adalah :

a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar,
pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;

c. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Kecamatanamatan dan memfasilitasi
laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Berdasarkan poin-poin diatas pendamping desa hanya
melaksanakan 3 dari 7 poin yang disebutkan pada pasal 12 yaitu poin 1,2,dan 7. Sedang
kan empat poin lainnya tidak dilaksanakan sama sekali,hal ini yang menjadi dugaan
bahwa peran pendamping desa hanya sekedar survey,mengumpulkan data.Padahal
sesuai dengan pasal 12 ada 7 poin yang harus dilaksanakan secara maksimal.

2. Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa Koto baru sering berselisih paham
mengenai tugas dan wewenang masing-masinghal ini menyebabkan pelaksanaan
system pendampingan desa tidak berjalan secara maksimal.
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Tinjauan Pustaka

Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha
menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang
dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakn hak dan kewajibannya sesuai dengan
status sosialnya dalam masyarakat (Levinson dalam Sukanto 2009: 421).

Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan
diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005:148), peranan
adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam
terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa
dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam
kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan
permasalahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Peran menurut Koentrajaningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan
suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku
yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau
sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap
caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status
dan fungsi sosialnya.

Peran didefinisikan sebagai sbuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh
seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran secara
terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan di masyarakat.Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “role” yang
definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”.Artinya “tugas atau kewajiban
seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.Sedangkan peranan
merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Syamsir, (2014:86) Aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu
llembaga/organisasi adalah peran. Peran didalam suatu organisasi biasanya diatur dalam
suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran sendiri terdiri atas dua
macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang tdak dilakukan (actual
role).Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan
penghambat.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan
(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Berikut indikator peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243).

1. Peran Aktif, peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu
organisasi

2. Peran Partisipatif, peran yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya
pada saat tertentu saja
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3. Peran Pasif, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam
kehidupan masyarakat

Menurut (Soekarto, 2021;212-213) peranan tersebut meliputi pada dua hal diantaranya yaitu:

a. Peran melingkpi norma-norma yang di hubungkan dengan kedudukan seseorang dengan
dalam masyarakat luas, peran dalam artian merupakan susunan peraturan-peraturan yang
membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

b. Peran yaitu suatu konsep mengenai apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyrakat
sebagai kelompok atau organisasi Peran juga bisa dikatakan sebagai perilaku seseorang yang
diperlukan atau penting bagi struktur sosial masyarakat.

Metode

Tipe yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif karena peneliti ingin penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk
menggambarkan dan menjelaskan situasi dimana dalam penelitian ini peneliti
mendeskripsikan bagaimana Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Mewujudkan
Pemerintahan Desa yang Mandiri di Desa Koto Baru,Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten
Kuantan Singingi. Pendeskripsian ini tidak hanya dilakukan untuk mengumpulkan data saja,
akan tetapi juga melakukan analisis, dan mengamati fenomena yang sedang terjadi
dilapangan

Sedangkan metode yang digunakan pada penilitian ini adalah kualitatif karena peneliti
menganggap metode ini lebih mudah disesuaikan dengan fonomena yang terjadi dilapangan,
demikian pula penelitian kualitatif ini dapat membangun hubungan secara langsung antara
peneliti dengan informan. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bukan berbentuk angka-
angka melainkan data berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan,
catatan memo, dan dokumen pribadi lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil peneliti pada indikator peran aktif, peneliti melihat Pendamping
Lokal Desa masih kurang terlibat didalam pelaksanaan kegiatan desa. Berdasarkan observasi
penulis dilapangan, ditemukan pihak desa Koto Baru kurang terbuka terkait masalah
anggaran pembangunan kepada pihak Pendamping Lokal Desa Koto Baru. Hal ini tentu
menjadi penghambat untuk Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan Pendampingan.
Pendamping Lokal Desa sudah melaksanakan tugas pendataan kepada masyarakat desa akan
tetapi hanya dilibatkan pada saat proses finishing data saja. Berdasarkan Observasi penulis
Pendamping Lokal Desa sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik.

Berdasarkan teori Soejono soekanto (2002:243), dalam peran terdapat indikator peran
aktif. peran aktif ialah peran individu seutuhnya untuk senantiasa aktif pada tindakannya di
organisasi. Hal itu bisa kita lihat atau ukur melaui kehadiran dan partisipasinya pada
organisasi Misalnya memberikan pendampingan pada perencanaan Pembangunan Desa,
namun dalam hal ini Pendamping Lokal Desa Koto Baru masih belum secara maksimal dalam
menjalankan perannya pada saat mendampingi desa dalam proses pembangunan.
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Berdasarkan hasil peneliti pada indikator peran partisipatif, peneliti menemukan
bahwa Pendamping Lokal Desa tidak diwajibkan untuk terlibat didalam organisasi
masyarakat akan tetapi Pendamping Lokal Desa diharapkan untuk menjadi penghubung
antara organisasi masyarakat dengan pemerintah desa. Pendamping Lokal Desa masih
kurang optimal dalam mendampingi Kepala Desa dalam melaksanakan perumusan peraturan
desa karena Pendamping Lokal Desa kurang dilibatkan didalam hal tersebut.

Menurut teori oleh Soejono soekanto (2002:243), terdapat indicator peran partisipatif,
peran partisipatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kebutuhan atau
hanya pada saat tertentu saja. Seperti melakukan sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat.
Penulis ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan Pendamping Lokal Desa di dalam
lingkungan masyarakat, namun berdasarkan observasi penulis dilapangan penulis
menemukan bahwa Pendamping Lokal Desa kurang dilibatkan di dalam organisasi
masyarakat dan pada saat proses pembuatan peraturan Desa Koto Baru.

Berdasarkan hasil peneliti pada indicator peran pasif, Pendamping Lokal Desa sudah
aktif didalam memberikan masukan kepada pihak pemerintah desa dan memberikan evaluasi
terkait kinerja pemerintahan desa Koto Baru. Pendamping Lokal Desa sudah cukup baik
dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa, akan tetapi masih banyak
kekurangan yang harus diperbaiki oleh pihak Pendamping Lokal Desa. Pendamping Lokal
Desa harus lebih aktif lagi dalam memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa.
Pendamping Lokal Desa cukup aktif dalam melaksanakan monitoring kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kegiatan
monitoring, pihak Pendamping Lokal Desa masih belum secara maksimal dalam melakukan
tugasnya. Hal ini disebabkan pihak dari pemerintahan desa masih kurang terbuka kepada
Pendamping Lokal Desa, Pihak Pendamping Lokal Desa merasa kegiatan mereka terganggu
akibat pihak pemerintahan desa kurang terbuka baik dari segi anggaran maupun segi lainnya.

Berdasarkan teori oleh Soejono soekanto (2002:243), Peran pasif adalah suatu peran
yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol
dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Seperti melakukan pemantauan
terhadap Pembangunan Desa. Penulis ingin melihat seperti apa bentuk Peran Pasif yang
dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Desa Koto Baru. Berdasarkan observasi penulis
dilapangan, Pendamping Lokal Desa sudah cukup baik dalam melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa koto baru. Namun didalam pelaksanaan tugas
tersebut Pendamping Lokal Desa mengalami kendala dikarenakan pihak pemerintah desa
masih kurang terbuka kepada Pendamping Lokal Desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas terkait Peran Pendamping Lokal
Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Mandiri di Desa Koto Baru, Kecamatan
Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Banyak yang penulis temui berdasarkan
wawancara dan observasi langsung ke lapangan kepada seluruh informan yang diperlukan
dengan tiga indikator yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, Peran Pasif penulis menarik
beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada indikator Peran Aktif, terlihat bahwa Pendamping Lokal Desa masih kurang terlibat
terhadap pembangunan desa. Penulis menemukan Pendamping Lokal kurang dilibatkan
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dalam sektor pembangunan desa. Berdasarkan observasi penulis dilapangan, ditemukan
pihak desa Koto Baru kurang terbuka terkait masalah anggaran pembangunan kepada pihak
Pendamping Lokal Desa Koto Baru. Hal ini tentu menjadi penghambat untuk Pendamping
Lokal Desa dalam melaksanakan Pendampingan. Pendamping Lokal Desa sudah
melaksanakan tugas pendataan kepada masyarakat desa akan tetapi hanya dilibatkan pada
saat proses finishing data saja. Berdasarkan Observasi penulis Pendamping Lokal Desa sudah
menjalankan tugasnya dengan cukup baik.

2. Pada indikator Peran Partisipatif, terlihat bahwa Pendamping Lokal Desa tidak diwajibkan
untuk terlibat didalam organisasi masyarakat akan tetapi Pendamping Lokal Desa diharapkan
untuk menjadi penghubung antara organisasi masyarakat dengan pemerintah desa.
Pendamping Lokal Desa masih kurang optimal dalam mendampingi Kepala Desa dalam
melaksanakan perumusan peraturan desa karena Pendamping Lokal Desa kurang dilibatkan
didalam hal tersebut.

3. Pada indikator Peran Pasif, terlihat bahwa Pendamping Lokal Desa sudah melakukan
Monitoring dan valuasi kepada pemerintah desa Koto Baru dengan cukup baik. Pendamping
Lokal Desa melaksanakan Monitoring dalam bentuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan
oleh pemerintah desa Koto Baru. Pendamping Lokal Desa telah memberikan evaluasi kepada
pemerintah desa Koto Baru dalam bentuk saran dan masukan yang nantinya menjadi
pertimbangan untuk pemerintah desa Koto Baru
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